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ABSTRAK 

Wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota otonom. 
Karena beragamnya daerah otonom di Indonesia, dibutuhkan adanya sistem yang 
mengatur agar ketimpangan daerah tidak semakin Iebar, dan daerah yang kaya 
membantu daerah yang miskin. Dalam sistem ini, penyerahan wewenang 
( desentralisasi) berbarengan dengan pelimpahan wewenang ( dekonsentrasi) dan 
tugas perbantuan. Melalui kewenangan yang dimilikinya untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat, daerah akan berupaya meningkatkan 
perekonomian sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuannya. 
Kewenangan daerah melalui otonomi daerah diharapkan dapat memberikan 
pelayanan maksimal kepada para pelaku ekonomi di daerah, baik lokal, nasional, 
regional maupun global. Dalam penelitian ini permasalahan yang ingin dijawab 
adalah: 1. Bagaimana pengaturan mengenai investasi di kota medan, 2. 
Bagaimana kebijakan investasi di Kota Medan, 3. Bagaimana kendala dalam 
menerapkan kebijakan investasi di Kota Medan. Penelitian ini termasuk jenis 
penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan dan gejala-gejala 
subyek suatu kelompok yang menjadi obyek penelitian atau bersifat 
fenomenologis, yang berusaha memahami arti peristiwa dan kaitannya terhadap 
orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Basil penelitian menunjukkan bahwa 
Pengaturan hukum mengenai investasi daerah diatur melalui Perda-perda yang 
merupakan sarana tidak langsung yang menjadi sumber pendapatan daerah untuk 
membangun perekonomian masyarakat. Kebijakan investasi yang diterapkan 
Pemerintah Kota Medan antara lain membentuk institusi kantor penanaman modal 
daerah kota Medan, membentuk Medan Bisnis Forum (MBF), dan 
mempersiapkan unit pelayanan terpadu (upt) satu atap. Kendala yang dihadapi 
Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan investasi berupa Masih rendahnya 
kualitas pelayanan birokrasi, lamanya waktu yang diperlukan untuk mengurus 
perizinan, dan tingginya biaya investasi. 

Kata Kunci: Investasi Daerah, Pendapatan Asli Daerah 
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LEGAL STUDY OF THE REGIONAL INVESTMENT POLICY IN ORDER 
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ABSTRACT 

Indonesian territory is divided into provinces , districts , and autonomous 
city . Because of the diversity of autonomous regions in Indonesia requires the 
existence of schemes whereby inequality is not getting wider area , and areas rich 
help the poor areas . In this system, the delegation of authority (decentralization) 
coincided with the delegation of authority ( deconcentration) and assistant task. 
Through its authority to regulate and manage the interests of the community , the 
region will work to improve the economy in accordance with the conditions , 
needs and abilities . Local authority through decentralization is expected to 
provide maximum services to the business community in the area , both locally , 
nationally , regionally and globally. In this study the problem to be answered are 
: 1 . How regulation on investment in the city field, 2 . How investment policy in 
Medan , 3 . How constraints in implementing the investment policy in Medan . 
This research is a descriptive study . This study uses the approach and the 
symptoms of a group of subjects who became the object of research or 
phenomenological nature , which seeks to understand the meaning of events and 
its relation to the ordinary people in particular situations. The results showed that 
the law setting the investment regions governed by local regulations are an 
indirect means of a source of income for the local economic development 
community. Investment policy implemented by the government of Medan , among 
others, make up the regional investment office in Medan , Medan formed Business 
Forum ( MBF ) , and prepare an integrated service unit ( upt ) one roof . 
Constraints faced by the Government of Medan in increasing investment in 
service quality is still low bureaucracy , the length of time required for the 
licenses, and the high cost of investment . 

Keywords : Investment Regions , Local Revenue 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Wilayah Indonesia dibagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota otonom. 

Secara teknis, kabupaten dan kota mempunyai level yang sama dalam 

pemerintahan. Pembagian tersebut berdasarkan atas apakah administrasi 

pemerintah berlokasi di wilayah pedesaan atau di wilayah perkotaan. Di dalam 

kabupaten dan kota terdapat kecamatan yang merupakan unit pemerintahan 

administratif yang lebih kecil. Setiap kecamatan dibagi menjadi desa. Desa di 

wilayah pedesaan di sebut desa, sedangkan di wilayah perkotaan disebut 

kelurahan. 

Karena beragamnya daerah otonom di Indonesia, dibutuhkan adanya 

istem yang mengatur agar ketimpangan daerah tidak semakin lebar, dan daerah 

ang kaya membantu daerah yang miskin. Dalam sistem ini, penyerahan 

,.,, ewenang (desentralisasi)1 berbarengan dengan pelimpahan wewenang 

desentralisasi) dan tugas perbantuan. 

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma 

embangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma 

merataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma 

· antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan 

1 Apkasi, "prospek Otonomi daerah Di Masa Mendatang" makalah, disajikan pada smina 
gan Otonomi Daerah : Strategi Pemberdayaan Daya Saing Daerah,: 5-6 September 2001, 

hlm2 
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keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu 

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah yang telah dirubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 

33 Tahun 2004. 

Kebijakan pemberian otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, 

dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis dalam dua 

hal: 

1. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan jawaban atas permasalahan 

lokal bangsa Indonesia berupa ancaman disintegrasi bangsa, kemiskinan, 

ketidakmerataan pembangunan, rendahnya kualitas hidup masyarakat, dan 

masalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). 

2. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis 

bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan 

memperkuat basis perokonomian daerah2• 

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan 

engan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada 

emerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan 

· · · rnti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang 

:rkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. 

Dari aspek ekonomi, kebijakan Otonomi Daerah yang bertujuan untuk 

· berdayaan kapasitas daerah akan memberikan kesempatan bagi Daerah 

2 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil 2004, Pemerintahan Daerah di Indonesia, 
Administrasi Daerah, Jakarta Sinar Graftka, hlm9 UNIVERSITAS MEDAN AREA
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